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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Implementasi
Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Peran Kelompok Masyarakat dalam
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan (Studi Kasus di Kelurahan
Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya)". Ini merupakan hasil penelitian
pustaka untuk menjawab pertanyaan: bagaimana peran kelompok masyarakat
dalam pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Sidosermo pada tahun
2024, serta peran kelompok masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana
dari perspektif figh siyasah.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan pendekatan kualitatif melalui
pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumen.
Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang merupakan deskripsi
terhadap gambaran mengenai objek penelitian yang dihubungkan dengan
permasalahan yang terjadi di lapangan dengan pola pikir deduktif. Analisis figh
siyasah dusturiyyah menekankan kebijakan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat dan figh famkin menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat
agar mereka mampu berperan aktif dalam pembangunan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa dalam pembangunan sarana dan
prasarana di Kelurahan Sidosermo belum sepenuhnya maksimal dilakukan oleh
kelompok masyarakat sidokarya karena adanya kendala teknis dilapangan dengan
adanya pipa PDAM yang terekspos keluar pada saat pembangunan jalan paving dan
kurangnya keahlian_kelompok masyarakat. dalam bidang utilitas bawah tanah.
Bedasarkan hal ini, figh siyasah relevan diterapkan dalam permasalahan
pembangunan sarana dan prasarana dengan figh siyasah dusturiyyah menekankan
kebijakan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan figh tamkin menekankan
pentingnya pemberdayaan masyarakat agar mereka mampu berperan aktif dalam
pembangunan.

Penulis mengharapkan untuk pemerintahan Kelurahan Sidosermo,
mengadakan program pelatihan dan pendampingan teknis bagi kelompok
masyarakat terkait manajemen proyek pembangunan infrastruktur untuk
meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan
mengawasi proyek pembangunan, sehingga mereka dapat menghadapi kendala
teknis dengan lebih efektif dan sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan.
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